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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2019
TENTANG

PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

&l

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kﬂpeﬁdudukan serta pemanfaatan
data dan Dokumen kependudukan, perlu mengatur
mengenai pengelolaan pendokumentasian administrasi
kependudukan;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum,
pengelolaan dokumen kependudukan, dan teknologi,
sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;




Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);

4, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN ~MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
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Pasal 19
Pelayanan legalisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, meliputi:
a. legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
b. legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk.
Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau kepala
bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT
Disdukcapil Kabupaten/ Kota.
Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil
yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota lain, ditandatangani
oleh pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang
menangani Pencatatan Sipil di Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT
Disdukecapil Kabupaten/Kota setelah dikoordinasikan
dengan  Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupﬂteanntﬁ yang menerbitkan kutipan
akta Pencatatan Sipil.
Pelayanan Legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditandatangani kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau pejabat
yang ditunjuk.
Pelayanan legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran
Penduduk  yang  diterbitkan oleh  Disdukecapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
lain,  ditandatangani oleh  Kepala  Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau Kepala UPT Disdukecapil
Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk setelah
dilakukan verifikasi dengan basis Data Kependudukan
dan dikoordinasikan dengan Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
yang menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk.
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(6) Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format
digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan
KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



